BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (rechstaaf). Tidak
berdasarkan kekuasaan belaka (machstaaf). Hal ini dapat ditemui dalam
penjélz;tsan umum ﬁndnag;Und'ang Dasar 1945, 'gebagai'negara hukum, maka
setiap tindakan penguasa harusl;tl; hukum yang berlakt;-. Salah satu dari tujuan
negara hukum adalah memberikan perlindungan terhadap salah satu dari

' tujuan negara hukum adalah memberikan perlmdungan terhadap hak asasi
""manusm dari tmdakan sewenang-wenang para pcnguasa

Tolak ukur dari suatu negara berdasarkan hukum atau tidak adalah
melifat bagaimana kekuasaan pemerintah dijalankan dan bagaimana
kekuasaan itu diatur. Oleh karena itu jahadiran PTUN merupakan langkah-
penting untuk memperba_il-:i, melengkapi dan meningkatkan fungsi
pengawasan terhadap aparat pejabat negara, baik pengawasan masyarakat
(social coMO maupun pengawasan Yuridis (Yudicial Control)!

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Perubahan atas
Undang-UndnaglNomor 5 Tahun 1986 tentang Pe_radi_lan Tata Usaha Negara
memBerik‘;;ln mar;faat bagi para pencari keadilan -khususnya bagi masyarakat
yang ;t;ehari harinya memiliki hubungan langsuﬁé dengan badan atau Pejabat

Tata Usaha Negara sebagai pembuat keputusan.
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sebagai pengawasan intern terhadap pe!aksanaan Hukum Admnnstrasl Negara
sesuai dengan asas-asas Yang berlaku bag: suatu negara hukum, akan tetapj
Yang benar-benar berﬁmgs1 sebagai badan peradilan yang secara bebas dan
~obyetif diberi wewenang menilai dan mengadili pelaksanaan Hukum_
Admmlstrasl Negam ll.l! yang dllalmkan Pejabat I*Jksekutlf2 : -
Kebutuhan akan lahimya PTUN' ini tldaklah dlmaksudkan untuk.
'menakut-nakutl pejabat atau badan Tata _Usaha Negara dalam mengambil
keputusan karena sebagaimana diketahui bahwa dalam proses beracara di-

Peradxlan Tata Usaha Negara selalu dalam posisi tergugat. DaIam mmusaﬁ. I

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang PTUN disebutkan bahwa pada
pokoknya sengketa yang timbui dalam PTUN drscbutkan bahwa padanl _
N pokoknya sengketa yang timbul dalam PTUN selalu berawal dari
dlkeluarkannya keputusan penctapan tertuhs dan badan atau pejabat Tata
Usaha Negara yang berisikan tindakan atay perbuatan Tata Usaha Negara.
yang dlrasakan oleh seseorang atay badap hukum perdata yang merugikan
kepentmgannya atau melanggar hak-haknya. Dengan adanya Peradllan Tata
Usaha Negara sebagai lembaga kontrol, dlharapkan badan atau pejabat TUN
dalam me]aksankan kewenangannya akan selalu be:pedoman pada peraturan
Penmdang—Undangan yang berlaky dan juga bemedoman pada asas-asas

umum pemerintahan yang baik.

? Stmarjati Hartono, 1976, Beberapa Fikiran Mengenai Suaty Peradilan Tug Usaka Negara,
Bandung, Bina Cipta, , him, 18- 19 )




Indonesia sebagai galah satu negara berkembang mequnjukkan
kecenderungan bahwa besarnya peranan pemerintah (eksekutif) dlbandlngkan .
dengan lembaga Yudikatif dan Legislatif dalam seluruh aspek kehidupan
warga negaranya. Umumnya tindakan pemerintah tersebut diwnjudkan dalam
bentuk dikeluarkannya izin-izin, penetapan-ﬁenctapén yang sejanjutnya- diikuti .

dengan perbuatan—perbuatan yang konkrit.
Datam pengambllan suatu keputusan, pcmenntah harus _

mempertimbangkan seluruh kcpentmgan yang terkalt atau mungkin akan

‘ terkmt dengan keputusan yang akan dlambllnya itu. Bahkan sermg teqadi o

kepentmgan—kepentmgan tersebut bersﬁ‘at antagoms anfara yang satu dengan;-_
| yang lam, mlsalnya kepentlngan umum dan kepentmgan individu. Pemenntah |
harus jeli dan teliti dalam mempertimbangkan kepentmgan tersebut, jangm '
sampai yang satu meruglkan yang lain. Ini berarti, pemenntah difuntut untuk h
dapat menyelesalkan antara kepetingan-kepentingan yang berbeda tcrsehut
dalam keputusannya. |

Suatu keputusan dikatakan tepat apabila kepentingan yang diatur
dalam kclaputusaﬁ terscbut merupakan kepentingan yang paling
menguntungkan, terutama bagi kepentingan umum Apabila pcmerintaﬁ dalam
memproduksi keputusan salih dalam  mempertimbangkan ~kepentingan

bnmnntist anhinana ramiituncan vranoa dilnatnoa In.l'l:"l I‘\Q“;' mnﬂll’r{‘l‘nﬂ irnf\pnﬁnm;'l‘



umum, disinilah terjadi perbuatan penguasa yang sewenang-wenang
(willekeur)®
Berdasarkan catatan sejarah baik pada masa penjajahan, masa orde
lama, masa orde baru, dan masa orde paling baru (Reformasi) dalam budaya
hukum masyarakaat Indonesia masih snagat minim di temui rakyat menggugat
penguasa. Olch karena itu kehadiran lembaga peradilan Tata Usaha Negata
| sendiri di anggap baru oleh masyarakat kita. Selain itu di kalangan Pejabat
Tata Usaha sendiri masih banyak ditemui aparat pemerintah yang tidak

mengetahui 'apa— kewenangannya dan bagaimana untuk melaksanakan

. l&ev'vénangahnyé’; sehingga di dalam mengeluarkan suatu kep‘utusanTataUséha o

Negra tidak Jarang seorang pe_]abat Tata Usaha Negara melampau: '
kewenangannya dan menyalahgunakan kewenangannya. -
' Oleh karena itu’ pentingnya mengefektifkan Fungsi Pengawasan
P;aradilan Tata Usaha Negara guna menciptakan pemerintahan yang baik maka

| hal di atas ini perlu mendapatkan perhatian yang serius untuk mengetahui
fungsi pengawasan Peradilan Tata Usaha Negara d Kota Yogyakarta, dan
upaya apa saja yang harus dilakukan PTUN dalam mengoptimalkan
kinerjanya maka dengan ini peneliti mengambil judul. “PENGAWASAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM RANGKA
'MEWUJUDKAN PEMERINTAH YANG BAK DI KOTA

YOGYAKARTA”

3 Muchsan, 1992, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparatur Pemerintah dan Peradilan

Tata Usaha Negara di Indonesia, Yogyakaria, Liberty,. him. 14.



B. Rumusan Masalah

rdasarkan latm' belakang masalah tersebut di atas, maka dapat
dikemukakan masalah sebagai berikut :
1. Baganmana pengawasan Peradilan Tata‘ Usha Negata dalam rangka
'mewujudkan pemenntahan yang baik di Kota Yogyakarta?
o ’2.- Uﬁaya apa yang harus ¢ dllakukan dalam mengoptunalka.n Perad_iiah Tata - -

' Usaha Negara?

(o Tn]uan l’enehﬁan
1. Untuk mengetahui pelaksanaan pcngaWasan Pera dllan. Ta(a Usaha ﬁegqfa
'. terhadap pemenntah -
Untuk mencmukan upaya yang parus dilakukan dalam rangka

mengoptlmalkan Peradllan Tata Usaha Negara.

D. Manfaat Penelitian
1. Secara teontls membenkan sumbangan pemikiran bagi perkembangan

ilmu hukum admmlstmm negara khususnya yang berkaitan dengan PTUN.

pada khususnya dapat mengetahul efektivitas pengawasan PTUN di kota

Y_ogyakaﬂa» )




E. 'Ifinjaiuan Pustaka
Di Indonesia sistem pengawasan telah diatur dalam instruksi Presiden
No. 15 Tahun 1983, akan tetapi peraturan tersebut tidak memberikan
keterangan yang tegas dan jelas tentang apa yang dimaksud dengan pengertian
pengawasan tu sendiri.’

' Batasan pengertian penagwasan telah banyak duumuskan oleh para., -
ahh dalaam berbagai literatur salah satu batasan dlantaranya ada]ah
sebagamana dikemukaan.

Menurut Henry' Fayol :

Control canslsr in verivying whet her everyrhmg accor. in conﬁ)rm:{y with the
plen, adapted the imaoction issued and principles estabilislied, it has for
object to poin out weakn esses and errors in order to recmy then and prevent
recurrance. ;

(Pengaiéasan terdiri dari péﬁgcy‘uaﬁ' apakah segala sesuatu berlangsimg
sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dengan instruksi yang telah
diberikan dan dengan prinsip yang telah digariskan. Ini bertujuan untuk

menunjukkan (menemukan kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan
dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah terulang lagi)

Pendapat lain menurut George R. Terry mengemukakan :

Control is to determine what is accomplished evaluate it, and apply corrective
neasures, if deede to insure result n keeping with the plan.

(Penagwasan dititik beratkan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap
hasil yang telah dicapai dengan masud agar hasil tersbeut sesuai dengan
rencana)

Kemudian pendapat lain tentg pengawasa}: juga datang dari Newman :
Control is assurance that the performance conform to plan.

(Titik berat pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin agar
pelaksanaan suatu tuga dapat sesuai dengan rencana)’

 Mochsan, 2000, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparatur Pemerintah dan Peradilan
~ TUN di Indonesia, Yogyakarta, Libetry, hlm 36



Sedangkan menurut Sondang P. Siaéian menyebutkan bahwa :
Pengawasan adalah proses pengamatan dari pada
pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar
supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksankaan beqalan '
sesuai dengan recana yang telah ditetukan sebelumnya
Pendapat terakhir menurt Victor M Situmorang dan Yusuf Juhir:
.Pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam

rangka unuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas

yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang

hendak dicapai dalam definisi ini terdiri diri dua bagian

yaitu : pertama, menggambarkan tujuan dan kegiatan

pengawasan kedua : menggambarkan tu_]uan dan sasaran

yang henda dicapai oleh pengawasan tersebut.”

Dan pendapat d1 atas dapatlah dnsunpulkan bahwa halﬂkat-
pengawasan adalah suatu tmdakan menilai (menguji) apakah suatu pekcljaan'
telah dilaksanakanan sesuai dengan rencana yang digariskan, atau dapat juga
dikatakan bahwa pengawasan merupakan tindakan membandingkan aitira
harapan dengan kenyataan. Sebab perencaan yang baik tanpa disertai dengan -
tindakan pengawasan maka perencanaan tersebut tidak akan menghésilkan
pekerjaan yang sesuai dengan recana yang telah ditentukan sebelumnya.
Pengawaéan pada hakikatnya merupakan usaha memberikan petunjuk pada
para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan yang digariskan.

Untuk adanya tindakan .pengawasan di perlakukan unsur-unsur
sebagai berikut: . | |
1. Adanya kewenangan yang jelas yang harus dimiliki oleh aparat

pengawasan.

¢ Ibid, htm, 73.
7 Victor, M.Situmorang dan Jusuf Juhir, 1994, Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam

Lingkungan Aparatur Pemerintah, Jakarta, Rincka Cipta, him 21.



2. Adanya suau rencana yang mantap sebagai alat penguji terhadap
pelaksanaan suatu tugas yang diawasi.

3. Tindakan pengawasan dapat dilaksanakan terhadap suatu proses kegiatan
yang sedang berjalan/ terhadap yang dicapai dan kegiatan tersebut.

4. Tindakan pengawasan berahir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap
kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang: dicapai dengan
rencana sebagai tolak ukurnya.

5. Untuk sele;njutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan
pelaksanaan tindak lanjut secara administratif / secara yuridis.®

Pengawasaﬁ dapat dikategorikan mehjadi bebeﬁ:p; Baéia‘n- S

1. Pengawasan Umum
Pengawasan yang dilakukan oleh menteri yang sa'safahnya adalah jalannya N
Pemerintah Daerah. Menteri Dalam Negeri atau pcjabat yané' ditu'nj.l.lk? di
dalamnya mengadakan penyidikan dan pemeriksaan tentang segala hal
mengenai pekerjaan pemerintah daerah baik mengenai urusan rumah
tangga daerah / mengenai urusan tugas pembantuan.

2. Penagwasan Preventif
Sasaran penagwasan ini adalah peraturan daerah dan keputusan kepala
daera;h untuk meneiti apakah :pem't'uran daerah dan keputusan kepala
daerah .bertentangan dengan pe!'at‘uran penmdang—undanga_n yang lebih:

tinggi atau dengan kepentingan umum.



3. Pengawasan penanggulian / pembatalan peraturan daerah atau keputusan
kepala danemh yang bertentangan dengan kepentingan umum dan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.’

Macam - macam Pengawasan

1. Pengawasan Funsional |

Menurut Peraturan Pemerintah No, 28 Tahun 2001 Pasal 1 angka .
10 tentang Pembinaan dan Pengawasan.atas Penyel’cnggaraan Pemén’ntah '
Daerah, pengz_ﬁrasan fungsional merupakap kegiatan pengawasan yang
dilakukan "olje-h Iembaga atau badan atan unit yang_mén:lpunjrai tugas dan
ﬁmgsn 'mei'z}l;ukan ]')eln-ga"ivasain mel:il_ui pengwasan ﬁmg_siohﬁ] éttas =
-pen';s-'elenggal—'aa-n pémeﬁntah dacrah, Menteri dan Pimpinan Lembaga
Pemermtah Noh Departemen bellkoodrinasi dengan Menteri Dalam Negeri_ |
dan Otonomi Daerah.

. Gubernur .se]aku Kepala Daerah oté:_nom melakukan pengawasan
fungsional atas kegiatan pemerintaﬁ propinsi, sedangkan sebagai wakil
pemerintah Gubernur melakukan pengawasan fungsional penyelenggaraan
pemerintah Kabupaten dan Kota sesuai dengan kewenangan yang
dilimpahkan. Di tingkat propinsi ini penagwasan fungsional dilaksanakan
oleh badan atau lembaga penga-was prc;pinsi. Dan di tingkat Ka_bupate:; /
Kota, Bupati / Walikota melakukan pcngalwasgn fungsional atas kegiatan
kabupaten / kota yang dilaksanakan oleh lembaga pengawas daerah

kabupaten / kota.
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Menurut Pasal 11 Keputusan Presiden R1 No. 74 Tahun 2001
tentang. Tata Cara Pengawasan Penyefenggari;.m Peme:rintah Daerah,
Menteri atau pimpinan lembaga pemeri_ntaiian__ non departemen melakukan
pengawasan flmgsmnal terhadap :

(a) Pelaksanaan tugas dekonsenu'aSJ dan tugas pembentukan dibidangnya.
_(b) Efektif 'pelak"sanaan ‘pembmaan pel_lyelenggargan pemenntah daerah :
sesuai bidang tugasnya. | o |
Gubernur melakukan pengawasan ﬁmgsnonal terhadap :
' (a) Kinerja apamtnr pemenntahan daerah propinsi.
: (b) Penyelenggaraan pemcrmtahan kabuapaten dan kota. ‘
| Bupa tlfW ahkota melakukan pengawasan terhadap kmelja aparatur
pemermtah daerah Kabupaten { Kota
 Menteri’ atau plmpman lembaga pemermtah non departemen,’
gubemur, bupati/ walikota dalam mefakukan pengawasan fungsional ssuai
dengan Pasal 13 Keppres No. 74 Tahun 2001, dapat melalui kegiatan :
(a) Pemeriksaan berkala, .pemeriksaan insientil maupun pemeriksaan
terpadu.. |
(b) Pegujian terhadap laporan berkala dan atau sewaktu-wakfu dari unit
atausatuankerja | S . 7
'(c) Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi
terjadinya korupsn, kolusi nepotisme.
(d) Penelitian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan

program proyek serta kegiatan.
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Hal-hal yang dapat dilakukan Menteri atau Pimpinan lembaga
Pemerintah Non Departemen, Gubernur, Bupati/Walikota dalam
melakukan pengawasan fungsional menurut Pasal 14 Keppre; No. ‘74'
Tahun 2001 yaitu :

(2) Méminta, menerima dan mengusahakan rﬁcinpt;mleh bahan-bahan dan |
atau ]{eteréngan dari pihak-pihak yang dipandang.
(b) Melakukan atau menyuruh. lakukan penyelidikan dan atau-p;emeriksazin.‘
- di tempat-tempat pekerjaan.

(¢) Menerima, mempelajari dan melakukan pénieriksaan-_ atas kebenaran
‘ @ Memanggil pejabat mg diperlukan untuk diminta Eet‘eﬁngaﬁ dengaﬁ-
‘mempe‘rhatil;:anjenjang jabhﬁm yang berlaku. -
(¢) Memberikan sasaran kepada pejabat yang berWe%lang' met‘lgenai.a

langkah-langkah yang bersifat preventif maupun represif terhadap .-
segala bentuk pelanggaran.
. Pengawasan Represif

Menurut Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 9 Pemerintah Nomor 20
Tahun 2001 tersebut, yang dimaksud dengan pengawasan represif adalah
pengawasan yaﬁg dilakukan térhadz_ap‘ kebijakan yang telab ditetapkan
daerah baik berupa Peraturan daerah, -Keputusan KepaIa Daerah,
Keputusan DPRD melalui dengan pendapat, kunjungan Kkerja,

pembentukan panitia khusus dan pembentukan panitia kerja sesuai dengan

ot e os drndm drmed 'l T nccermeoe P LY . D tocemd T L
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Menurut Pasal 15 ayat (1) Keputusan Presiden Rl.Nomor 74 Tahun
2000 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan
Daerah Kabupaten / Kota dapat melalui kegiatan :
(a) Pemandangan fraksi-fraksi dalam rapat paripuma,DPRD
(b) Rapat pembahasan dalam pamtla-pamtla yang dibentuk berdasarkan
| tata tertib Dewan Perwakllan Rakyat Daerah '
(©) Rapat pembahasan dalam panitia-panitia yang dlbentuk berdasarkan
tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
d Raf;at dengar pendapat dengan pemerin.tah dan pihak-pihak .lain yang
| 'dipe'rl'ukanl o S
(e) Kunjungan kerja dlbcrbagal tempat
Sedangkan dalam Pasal 15 (2) Keutusan Presiden RI Nomor 74
Tahun 2001 -mengatur mengenai hal-hal yang dilakukan DPRD dalam
melakukan pengawasan legislatif yaitu :
(a) Mengundang pejabat dari lingkungan pemerintahan daerah untuk
dimiptai keterangan, pendapat dan saran.
(b) Menerima, meminta dan mengusahakan untuk memperoleh keterangan
dari pejabat dan pihak-pihak yang terkait | |
(c) Meminta kepada ;-aihak-pihétk tertentu untuk melakuan penyelidikan

dan atau pemeriksaan.

I BTl L n® i s mrarnd nmnalralh Thaaabhalh  ceasranttf dacn vanmansid
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3. Pengawasan Masyarakat
Sesual dengan Ketenuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah

Nomor 20 Tahun 2001, pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang |

dilakukan oleh masyarakat, masyarakat dapat melakukan pengawasan

terhadap pemerintah daerah baik secara perorangan, kelompok maupun
organisasi masyarakat dan melalui LSM. PengawasénA ini dapat berupa |
permintaan keterangan, permintaan informasi, saran dan pendapat kepada

_p;emeﬁntah, pemerintah daerah, DPRD dan lembaga-lembaga lainﬁya

sesuai dengan tata cara yang ditetapkén dalam peraturan perundang-

N Sesu,a-i dengan Pasal 16 Keputusan Presiden RT Nomor 74 'i‘ahun
2001, masyarakat  dapat ’ melakukan pengawasa_m. terhadaf) |
menyelenggarakan pemerintal daerah melalui : | |

(a) Pemberian informasi adanya indikasi terjadinya korupsi, kolusi dan
nepotisme di lingkungan pemerintah daerah maupun DPRD.

(b) Penyampaian pendapat dan saran mengenai perbaikan dan
penyempurnaan baik preventif maupun refresif atas masalah yang
disampaikan.

Pengawasan mas'yarakai ini disampaikan kepada pejabat yang
berwenang dan atan instéﬁs_i yang terkait. Dan masyarakat _befhak

maoamnarnlah infarmeo? norl-amhbanann nansialacalan ssaratakh senoee Aladebene.
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Menurut Viktor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, disamping macam-
macam pengawasan yang didasarkan pada pengklarifikasian ada juga
jenis-jenis pengawasan yang dilihat dari bidang pengawasan: |
(1-) Pengawasan Anggaran Pendapatan
(2) Péngawasan Biaya
(3) Pengawasan Barang Inventasi
@) Peﬁgawasan‘ Produksr
(5) Pengawasan Jumlah Hasil
(6) Pengawasan Pémelifiaraan ‘

(7) Pcngawasan Kuahtas Hasﬂ Ketja
. Pengawasan Komlsl Ombudsman

_ _Menun_xt Pasal 1 I{p_eutusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 2000 ;
dalam rangka m_eningkatlén pengawasan terhadap penyelenggaraan
negara serta untuk menjaiﬁin perlinduﬁgan hak-hak masyarakaat dibentuk
suatu komisi pengawasan masyarakat yang bersifat nsional yang bernama
Komisi Ombudsman Nasional yang mana pengawasan Ombudsman
adalah pengawasan yang berdasarkan Pancasila yang memiliki wewenang
melakukan klarifikasi monitoring atau pemeriksaan atas laporan
masyarakat mengenal penyelenggaraan negara khususnya pelaksanaan
oleh aparatur pemerintah. Guna mempermudah dalam melaksankan
wewenangnya Komisi Ombudsman di bantu oleh tim asistensi dan staf

administrasi dan dalam melakukan tugas pembantuan ini tim asistensi dan

P B T T 1. T . T T TR, . 3-J
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yang memadai. Hal ini ditckanken agar dalam mengungkap berbagai

penyelewengan dapat dipertanggungjawabkan secara konsisten.

. Pengawasan Yuridis

Pengawasan Yuridis adalah pengawasan yang dilakukan lembaga
peradilan terhadap perbuatan aparat pemerintah, pengawasan ini dilakukan

apabila aparatur pemerintah berbuat/bertindak namun apabila pemerintah

 tidak mengambil sebuah tindakan maka tidak akan pengawasan Yuridis. =

PTUN merupakan lembaga peradilan yang mempunyai kompetensi untuk

melakukan pengawasan terhadai) aparatur pemerintal{ hal ini dikarenakan

. TUN mempunyal kcwenangan untuk menenma atau membatalkan sebuah '

penetapan tertulis yang dikelvarkan badan atau pejabat TUN yang ben51
tindakan hukum yang berkaxtan dengan kebijakan pemenntah Dengan
adanya PTUN sebagai lembaga pengawas d_lha'rapkan _pemerintah dalam
mengambil sebuah kebijakan akan selaiu berpedoman pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan juga berpedoman pada asas-asas
umum pemerintahan yang baik.

Pelaksanaan pengawasan yang efektif dan konsisten maka akan
membuat kegiatan pemerintahan dapat berjalan dnegan baik, tergtur sesuai
degan peraturan penmdang-uﬁdangan' yang berlaku dan akan lebih
mementingkan kepenﬁﬁg'an umum dafjpadg kepéﬁﬁhgan pr_ibadi/gol'ongan.
Dalam melakukan pengawasan jangan mencari-cari kesalahan dari obyek

yang diawasi tetapi sebaliknya pengawasan itu bertujuan untuk

e motetem el oo midrncsse omamermormsslhrineam Laltasmermrbooe  Joew Tedoremcce e 2. V...
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pelaksanaan suatu kegiatan dengan maksud uhuﬂt'memparbaihxya dan

mencegahnya agar tidak terulang lagi, ﬁmg51 pengawasan supaya

mendatangkan hasil yang diharapkan, petugas pengaw_asan haris |

1.

_ mengetahui ciri-ciri suatu proses pengawasan yaita :

Pengawasan harus bersifat fact finding dalam artl pelaksmlana ﬁmg51

peng_av_{asat_l ‘harus menemukan fakta fakta tentang bagalmana tugas di - A

' jaksanakan dﬂm suatu orgamsam.

Pengawasan harus bersifat Preventif yang berarfi bahwa proscs

pengawasan itn dualankan untuk mencegah umbulya peynmpangan dan

' penyelewcngan dan rencana yang wlah dltenmkan

Pengawasan dlarahkan pada masa sekarang yang beram pengawasan
hanya dapat dltu_}ukan terhadap keglatan yang Kini dllaksanakan
Pengawasan' hanya sekedar alat untuk memngkatkan eﬁsmnsi

pengawasail tldak dapat dianggap sebagal fujuan.

. Pelaksanaan pengawasan harus mempermudah tercpaainya tujuan..

Pelaksananan pengawasan harus cfisiensi jangan sampai pengawasan

menghambat peningkatan cfisiensi.

Pengawasan tldak dlmaksudkan terutama untuk menentukan siapa yang

salah jika ada ketldakbercsan tetapi untuk menemukan‘ apa yang tidak -

b’et'ul.
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8. Pengawasan harus bersifat membimbing agar supaya para pe]aksanq -
meningkatkan kemampuannya untuk melakui(an tugas yang ditentukan
baginya.'® |

Pengawasan paling tidak mengandung tiga segi yang dapat diajukan
sebagai tolak ukur suatu pengawasan itu berjalan dnegan baik / tidak yaltu

1. Sesua: deegan rencana yang telah dlsusun

| 2 Sesuai dengan peraturan perundang-undangan.dan ketentuan lain yaﬁg
dinyatakan beriaku.

3. Memenuhi prinsip daya guna (efisiensi) dan hasil guna (efekuﬁtas)

Untuk dapat menja]ankan fungs1 pengawasan yang berguna dan -

‘berdaya guna dalam suatu pemenntahan negara maka di padanng perlu-
mengoptimalkan PTUN sebagal soccal coqajol guna meminimalisir atau
menekan perbuatan aparatur yang sewenang-'wénahg_. Adapun alasém‘
perlunya mengoptimalkan PTUN dalam pemerintahan adalah sebagai
berikut:

1. Perbedaannya PTUN sebagai social confrol akan lebih menjamin
penyelenggaraan negara yang jujur, bersih, transparan, bebas korupsi,
kolusi dan nepotisme, |

2. Pemberd‘ayaan pengawasan -ole_h PTUN merupakan implementasi
demok;atis#si yang perlu dikembangkan serta diaplikasikan agar
penyalahgunana kekuasaan, wewenang, ataupun jabatan oleh aparétur

dapat diminimalisasi.
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3. Dalam penje}enggaraan negara  khususnya penyelenggara;in
pemberintahan memberikan pelayanan dan ];erlindungan terhadap hak-
hak anggota masyarakat oleh aparatur pemerintah termasuk lembaga
peradilan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya untuk
menciptakan kedilan dan kesejahteraan.

| Seperu yang telah djumlkan di atas P’I'UN belwenang mengadili-
mer.nenksa, menerima dan membatalkan keputusan TUN yang bertentangan
dengan Undang_-unda_ng dan  bertentangan dengan kepentingan publik,
dengaﬁ adanya P'I'UN dih'arapkan dpaat menciptakan ‘dan atau
mcngembangkan kondlsl yang kondusnf dalam melaksanakan pemberantasan

“korupSI, kolusx dan nepotlsme serta meningkatkan per]mdungan hak-hak

mgsyan_akat ag_aq mc_emperoleh pelayanan umum, keadilan dan kese_;ahteraan |

:  sccara lebih bai. | |

F. Metodologi Penelitian
1. Lokasi Penelitian
Penclitian yang akan dilakukan ini mengambil okasi di Pengadilan Tata
Usaha Negara Yogyakarta.
Apapun alasan mengambil lokasi tersebut karena :
..a._ Sesuai déngan- ttijuan penelitian dengan hafapan- penulis dapat

mengetahui  struktur Organisasi, Tata kerja, dan Tata laksana

i memer e Ailalealene Tama 121 TTTARY L7 b S
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b. Diharapkan adanya kemudahan dalam memperoleh data yang meliputi
kedudukan, tugas dan mekanisme pelayanan Peradilan TUN
Yogyakarta.

2. Bentuk Data
&_bam Primer ) o
| Adalah data yang di'pé;'c;leh secara I‘angéuﬁg dan sumbernya yaifq dari
keterangan pihak-pihak yang berkompeten atau yang 'bcrkaitan dengan
masalah yang ada dalam penelitian. |
b. DataSelunder -
| Adalah data yang dii:veroleh dari buku-buku, kepusM maka[ah
3. Tekmik Pengumpulan Data
a. Wawancara'
Yaitu suatu teknik pengumpulaﬁ data dengan cara mendapatkan
keterangan / informasi secara langsung dari responden yaitu pihak-
pihak yang terkait langsung dengan obyek penelitian, dengan cara
mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan pokok
permasalahan yang diteliti. i |
b. Studi Kasus

Yaitu suatu cara mencari data dengan mempelajari buku-buku dan

AAT e AT mim memmmm o m A Lo 8 1
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4. Narasumber

Bapak Asmoro Budi Sanfoso selaku Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara -

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dan hasil peftelitian dfsu'sun secdra si'stemaﬁk

kemudian dianalisis secdra deskriptif kualitatif dalam "upaya - menguji

dengan menggunakan metode berfikir secara :

a.

Deduktif |
Yaitu berfikir dari hal-hal yang bersifast umum kemudian ditarik
kesimpulan yang bersifat khusus - -

Induktif

Yaitu cara berﬁkﬁr dimulai dari yang bersifat khusus kemudian diparilc .

l;ésii‘npulan-kcsirﬁpﬁlan yang bersifat umum.

——



